PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP SEHAT SEBAGAI
MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA BARAT,
Menimbang : a. bahwa Penyebaran HIV dan AIDS di Propinsi Papua Barat
dari tahun ke tahun semakin meningkat dan merupakan
ancaman serius bagi generasi muda secara umum dan

pelajar secara khusus;

b. bahwa dalam upaya mencegah penyebaran, HIV — AIDS di
Provinsi Papua Barat, maka Gubernur Papua Barat melalui
Dinas Pendidikan telah membuat Kebijakan tentang

Pengarusutamaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV

dan AIDS;

c.bahwa  sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013
tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Nomor 68 Tahun 2013 tentang
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Nomor 69
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan
Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, maka Mata
Pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat sebagai

Muatan Lokal Wajib dan diajarkan secara terpisah;



Mengingat: 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan hurufc, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Mata Pelajaran
Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) sebagai Mata
Pelajaran Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tangah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran
Nagara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018 /PUU-
1/2003;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4131 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Propinsi Papua menjadi undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia) Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasionl Nomor 11 Tahun 2007
pasal S5 tentang, Kepentingan Local atau Daerah
Bupati/Gubernur dapat menetapkanMuatan Lokal Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 200 tentang
Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS
dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka
Penanggulangan HIV dan AID di Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69
Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70
tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Sekolah Menengah AtasKejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A
Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
303/U/1997 tanggal 24 Nopember 1997 tentang Pedoman
Pencegahan HIV dan AIDS melalui Pendidikan

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8.a. Tahun
2007 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Papua Barat
Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Pengurus Komisi

Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Papua Barat;



Memperhatikan : Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor9/U/1997 tanggal 24 Nopember 1997 tentang
Pedoman Pecegahan HIV dan AIDS melalui Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN KECAKAPA HIDUP SEHAT SEBAGAI MUATAN
LOKAL WAJIB PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi
Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Papua Barat

. Dinas adalah Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikkan  pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan.

Muatan Lokal Wajib adalah kompetensi wajib yang disesuaikan dengan

kebutuhan daerah.

Mata Pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat adalah materi
pelajaran yang memuat Kecakapan Hidup Sehari-hari, Diriku, Diri dan

Lingkungan Sosial, Mengembangkan Kemampuan Positif.

Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai
guru, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,
yang telah dilatih dan memiliki Sertifikat.

Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat adalah bagaimana membentuk
perilaku atau karakter peserta didik agar Sehat Jasmani dan Rohani serta

berkualitas dalam pengetahuan maupun wawasan ;



11.

12.

Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat dalam pengembangannya melalui
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sehingga bahan pelajarannya

berdiri Sendiri sebagai Satuan Pelajaran Muatan Lokal.

Pengalokasian waktu mengajar bagi masing-masing jenjang sebagai berikut

a. Tingkat SD/MI 2 x 45 menit;
b. Tingkat SMP/MTS 2 x 45 menit;
c. Tingkat SMA/SMK/MA 2 x 45 menit dan
atau pengalokasian waktu dapat juga disesuaikan dengan masing-

masing satuan pendidikan.

BAB 1I
TUJUAN
Pasal 2

Mata Pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat sebagai muatan lokal

wajib pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu HIV dan AIDS, kesehatan seksual

dan reproduksi, beragam jenis kekerasan dan penyalahgunaan obat;

Memahami beragam aspek untuk menciptakan pribadi yang sehat secara

fisik dan mental;

Memahami perubahan fisik dan mental dan pematangan fungsi seksual

dimasa remaja sebagai bagian normal dari proses perkembangan manusia

Memahami perubahan yang dinamis mengenai harapan tugas sebagai laki-

laki dan permempuan;

Memahami permasalahan-permasalahan yang bisa muncul karena

tekanan sebaya;
Memahami bahaya penyalahgunaan obat dan zat terlarang
Memahami proses penularan HIV dan bagaimana mencegahnya

Mengenali beragam tindak kekerasan disekolah dan tindakan

pencegahannya;

Mengenali proses minta bantuan sebagai salah satu bagian dari

pemecahan masalah;dan

j- Merumuskan tujuan dan harapan dimasa depan yang terakomodir melalui



pembelajaran pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB III
PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

(1) Gubernur dan  Bupati/Walikota  menyelenggarakan  pelaksanaan
Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat di sekolah bagi anak sebagi bentuk
untuk memproteksi dirinya dalam mengambil keputusan yang tepat terkait
pencegahan HIV, Perawatan Kesehatan Reproduksi, minuman beralkohol
serta rencana Masa Depan Mereka .

(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan Pendidikan
Kecakapan Hidup Sehat yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

(3) Mata Pelajaran Mata Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat diajarkan
sebagai muatan lokal wajib pada jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah di Provinsi Papua Barat dengan kurikulum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(4) Setiap perubahan Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat
mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan

mengindahkan kebutuhan lokal.

Pasal 4

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal wajib Pendidikan Kecakapn Hidup

Sehat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi :

a. Jenjang Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Pertama ;
dan

b. Jenjang Pendidikan Menengah terdiri dari Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
Kejuruan.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 5

Kepala Dinas melaksanakan koordinasi dengan Dinas yang membidangi
pendidikan di Kabupaten/Kota serta instansi terkait, dalam pelaksanaan
pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat pada Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah.



(1)

(2)

(3)

(4)

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 6
Gubernur membentuk Tim dalam rangka evaluasi pelaksanaan
pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat pada Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan

Gubernur.

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kecakapan hidup Sehat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) tahun.

Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi
pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat pada
jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah kepada Gubernur

melalui Kepala Dinas.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut

berperan menyampaikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat.

(1)

(2)

BAB VII
TENAGA PENDIDIK

Pasal 8

Tenaga Pendidik yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kecakapan
Hidup Sehat tingkat SD/MI yaitu Guru Kelas V atau berkualifikasi
pendidikan serendah-rendahnya S1 Agama, Pendidikan Jasmani, Biologi,
BK, atau guru honor sudah dilatih dan memiliki Serifikat sebagai pengajar
mata Pelajaran Pendidikan Kecakan Hidup Sehat.

Tenaga Pendidik yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kecakapan
Hidup Sehat tingkat SMP/MTs, berkualifikasi pendidikan serendah-
rendahnya S1 Agama, Pendidikan Jasmani Biologi, BK atau guru honor
yang sudah dilatih dan memiliki Sertifikat sebagai pengajar mata pelajaran

Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat.



(3) Tenaga Pendidik yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kecakapan
Hidup Sehat tingkat SMA/SMK/MA berkualifikasi pendidikan serendah-
rendahnya S1 Agama, Pendidikan Jasmani Biologi, BK, atau guru honor
yang sudah dilatih dan memiliki Sertifikatmengajar sebagai pengajar mata

pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran Pendidikan
Kecakapan Hidup Sehat pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah,

bersumber dari:

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
(3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala aturan atau regulasi yang
telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat dan
Kabupaten tentang Kurikulum Muatan Lokal Provinsi Papua Barat yang isi
dan strukturnya telah direvisi dan diadopsi oleh Satuan Pendidikan dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi

Papua Barat.
Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Juli 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD.
ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan diManokwari

pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD.
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 19.

suai dengan aslinya
ALA\BIRO HUKUM,




LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 JULI 2016

TENTANG : MATA PELJARAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
SEHAT (PKHS) SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA
JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH.

STRUKTUR KURIKULUM MUATAN LOKAL
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP SEHAT (PKHS)

A. RASIONAL

Sejalan dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 terdapat tiga jenis
kurikulum, yakni Kurikulum Tingkat Nasional, Kurikulum Tingkat Daerah,
dan Kurikulum Tingkat Sekolah. Kurikulum tingkat nasional disusun dan
diberlakukan secara nasional. Kurikulum tingkat daerah disusun dan
diberlakukan di daerah berdasarkan kurikulum tingkat nasional sesuai
dengan kebijakan daerah masing-masing. Sementara kurikulum tingkat
Sekolah disusun dan diberlakukan pada setiap jenjang sekolah.

Dalam rangka memenuhi kurikulum tingkat daerah, Dinas Pendidikan
Provinsi Papua Barat menyusun, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan
Standar Kelulusan Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Kecakapan
Hidup Sehat (PKHS). Selain disesuaikan dan didasarkan pada struktur
Kurikulum Tingkat Nasional 2013, KI KD SKL Mata Pelajaran Pendidikan
Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) didasarkan pada  Kebijakan tentang
Pengarusutamaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS
Dilingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat Bulan Maret Tahun
2011 yang ditindaklanjuti dengan SK Bupati Manokwari Nomor : 267 Tahun
2011, tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat
(PKHS) sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan SD/MI,
SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA di Kabupaten Manokwari dan Surat Edaran Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong dan kota Sorong tentang Pendidikan
Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) sebagai Pembelajaran terintergrasi pada
Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK.

Disamping itu penyusunan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan
Standar Kelulusan Mata Pelajaran Muatan Lokal ataupun Terintergrasi hanya

didasari kepada Daerah yang menetapkan antara lain, Pendidikan Kecakapan



Hidup Sehat (PKHS) diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah
pada 3 Kabupaten/Kota di Propinsi Papua Barat sebagai Kabupaten
Percontohan UNICEF. Kebijakan tersebut sejalan dengan jiwa UU No. 19
/1999 tentang Pemerintah , dan UU No. 20/20013 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yang bersumber dari UUD 1945 yang menyangkut Pendidikan dan
Kebudayaan. Sejalan pula dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB III Pasal 7 ayat 3-8, yang
menyatakan bahwa dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, diberikan
pengajaran Muatan Lokal dan Satuan Pendidikan dapat menambah jam
pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut.
Hal ini pula telah dipertegas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 81 A tahun 2013 tentang Implementasi Muatan Lokal
pada Kurikulum 2013.

Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) merupakan salah satu mata
pelajaranyang diangkat sehubungan dengan penyebaran HIV —-AIDS yang saat
ini merupakan salah satu penyakit sosial yang menjadi ancaman bagi generasi
muda di Indonesia khususnya di Papua Barat dengan mengikuti
perkembangan penyebarannya maka sangat perlu untuk diupayakan
pencegahannya disetiap elemen kehidupan sosial masyarakat termasuk pada
Bidang Pendidikan di Sekolah.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Pendidikan Kecakapan Hidup
Sehat sangat perlu diajarkan sehingga anak dapat mengetahui, mengerti dan
membentengi dirinya dari segala macam perbuatan jahat dan menjadi
dasar bagi pendidikan karakter dan moral bangsa. Oleh karena itu Pendidkan
Kecakapan Hidup Sehat(PKHS) harus diajarkan di TK, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK. Untuk kepentigan itu, perlu disusun Kompetensi Inti,
Kompetensi Dasar, dan Standar Kelulusan Mata Pelajaran Muatan Lokal
Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) sesuai dengan satuan pendidikan
tersebut.

Pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) diharapkan
dapat membantu menekan perkembangan penyebaran HIV-AIDS serta
mencegah dan mengatasi bermacam permasalahan terkait kekerasan pada
anak remaja dan Generasi Muda di Papua Barat sudah harus dilengkapi sejak
dini untuk memproteksi dirinya dalam mengambil keputusan yang tepat
terkait pencegahan HIV, perawatan Kesehatan Reproduksi, minuman
beralkohol dan rencana masa depan mereka.

Kompetensi Inti mata pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat
(PKHS) memiliki kesamaan dengan kompetensi inti mata pelajaran lainnya

merupakan kualifikasi minimal peserta didik yang menggambarkan.



penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif terhadap

lingkungan sosial. Kompetensi inti ini menjadi dasar bagi peserta didik untuk
memahami dan merespon situasi lokal, regional dan nasional. Secara
substansi terdapat empat kompetensi inti yang sejalan dengan pembentukan
kualitas insan yang unggul, yakni (1) sikap keagamaan.
(beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa) untuk menghasilkan
manusia yang tangguh agamanya, (2) sikap kemasyarakatan berakhlak mulia
untuk menghasilkan manusia yang memiliki emosi yang stabil, (3) menguasai
pengetahuan, teknologi dan seni (berilmu dan cakap) untuk menghasilkan
manusia yang bermutu dan berkualitas, dan (4) memiliki keterampilan (kreatif,
inovatif dan mandiri) untuk menghasilkan manusia yang produktif dalam
berkarya.

Keempat kompetensi inti tersebut merupakan penjabaran dari tujuan
pendidikan nasional (UU No. 20 tahun 2003 tentang sisitem Pendidikan
Nasional, Pasal 3), yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan kompetensi inti, kompetensi dasar dan standar kelulusan mata
pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat ini, selaras dengan alasan
pengembangan Kurikulum 2013, diharapkan peserta didik memiliki:

1. Kemampuan berkomunikasi

2. Kemampuan berpikir jernih dan kritis,

3. Kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan,

4. Kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab,

5. Kemampuan mencoba wuntuk mengerti dan toleransi terhadap
pandangan yang berbeda

6. Kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal,

7. Minat yang luas dalam kehidupan,

8. Kesiapan untuk bekerja,

9. Kecerdasan dan cakap dalam memberi keputusan,

10.Rasa tanggung jawab terhadap lingkungan

11.Memiliki budaya dan karakter bangsa Indonesia

B. STRUKTUR KURIKULUM MUATAN LOKAL
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang
keberadaan Muatan Lokal, tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dinyatakan bahwa Pendidikan



Kecakapan Hidup Sehat sebagai muatan lokal dapat diajarkan terpisah
apabila daerah merasa perlu untuk memisahkannya. Satuan Pendidikan dapat
menambah jam pelajaran perminggu sesuai dengan kebutuhan satuan
pendidikan tersebut.

Pendidikan muatan lokal Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) merupakan
kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang diseuaikan
dengan kebutuhan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokan ke
dalam mata pelajaran yang ada substansi muatan lokal ditentukan oleh
satuan pedidikan melalui pemerintah daerah, dalam hal ini propinsi Papua
Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat.

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengembangkan Pendidikan
Kecakapan Hidup Sehat diperkuat oleh Undang-undang nomor 23 tahun
1999 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 ).
sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Penerapan, pelajaran PKHS disekolah dilakukan secara bertahap,
sistematis, dan berkelanjutan mulai pada kelas V SD/MI, Kelas VII dan VIII
SMP/M.Ts serta Kelas IX dan X SMA/SMK/MA.

Mengingat kewenangan pemerintah daerah dalam menerapkan dan
menginformasikan, adanya kebijakan kurikulum tingkat daerah, dan
keberagaman pemerintah daerah dalam menetapkan konten muatan lokal
maka untuk kurikulum 2013 ditetapkan pendidikan Kecakapan Hidup Sehat
menjadi wewenang pemerintah daerah. Kurikulum 2013 menyediakan muatan
lokal untuk pendidikan Kecakapan Hidup Sehat.

Berkaitan dengan Undang-undang tersebut , maka mata pelajaran
Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) termasuk mata pelajaran Muatan
Lokal di wilayah propinsi Papua Barat. Kedudukannya dalam proses
pendidikan sama dengan kelompok mata pelajaran inti dan pegembangan diri.
Oleh karena itu mata pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat juga
diujikan dan nilainya wajib dicantumkan dalam buku rapor.

Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat melalui kebijakan Kepala Dinas
Pendidikan Propinsi Papua Barat tanggal 30 Maret 2011, tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi
Papua Barat, maka Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong dan Kota
Sorong telah melaksanakan Muatan Lokal Pendidikan Kecakapan Hidup
Sehat pada Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Kedudukan
mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat dalam
Struktur Kurikulum adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Struktur Kurikulum Daerah SD/ MI



Jumlah Jam Pelajaran Tiap
No Komponen Kelas
I I mr (1v | v | VI
KELOMPOK A
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 4 4 4 4
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarga-negaraan 6 6 4 4 4
3 | Bahasa Indonesia 8 8 [ 10| 7 7 7
4 | Matematika 5 6 6 6 6 6
S | lImu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3
KELOMPOK B
7 | Seni Budaya dan Prakarya......
8 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 4 4
Kesehatan
9 | Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat - - - - 2 -
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU 31 |32 34|33 |35 33
Tabel 2 : Struktur Kurikulum Daerah SMP/ MTs
Jumlah Jam
No Komponen Pelajaran Tiap Kelas
VI VIII IX
KELOMPOK A
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarga-negaraan 3 3 3
3 | Bahasa Indonesia 6 6 6
4 | Matematika 5 5 5
S | Ilmu Pengetahuan Alam S S S
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4
7 | Bahasa Inggris 4 4 4
KELOMPOK B
8 | Seni Budaya 3 3 3
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 3 3 3
10 | Prakarya............ 2 2 2
11 | Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat 2 2 2
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU 407? 407 407?




Table 3 : Struktur Kurikulum Daerah Pendidikan Menengah

Kelompok Mata Pelajaran Wajib.

Jumlah Jam

No Komponen Pelajaran Tiap Kelas
X XI X1
KELOMPOK A (Wajib)
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarga-negaraan 2 2 2
3 | Bahasa Indonesia 4 4 4
4 | Matematika 4 4 4
S5 | Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 2
6 | Bahasa Inggris 2 2 2
KELOMPOK B (Wajib)
7 Seni Budaya
8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan
Kesehatan
9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2
10 | Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat 2 2 2
Jumlah Jam pel A & B per Minggu 26 26 26
Kelompok C (Peminatan)
Mata Pelajaran peminatan Akdemik (untuk 18 20 20
SMA/MA)
Jumlah jam pelajaran yang ditempuh per minggu 447? 46?7 46?7
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